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ABSTRAK

PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH SECARA TERBUKA DI
PROVINSI LAMPUNG

Oleh
GINTA MONITA

Pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka dan kompetitif diatur menurut
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kemenpan RB No. 13
Tahun 2014. Tujuan pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka adalah
untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan jabatan lain yang disusun oleh pemerintah daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1) Bagaimanakah pengaturan
pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan
provinsi Lampung? 2) Bagaimanakah pelaksanaan pengisian jabatan Sekretaris
Daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan
empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan
dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur
pengolahan data dengan cara seleksi, klasifikasi dan penyusunan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pengaturan pengisian jabatan Sekretaris
Daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung menurut UU
ASN dapat menghasilkan pemimpin yang berkompeten serta berkualitas apabila
dilakukan seleksi secara obyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang
berlaku. 2) Pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka di
kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung dilaksanakan dengan baik sesuali
dengan UU ASN dan Kemenpan RB No.13 Tahun 2014.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya Peraturan Pemerintah untuk
mendukung dan memperjelas adanya UU ASN sehingga UU ASN lebih jelas dan
valid. (2) Pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Tim Panitia Seleksi membuat suatu
koordinasi pengawasan saat berjalannya seleksi terbuka Sekretaris Daerah di
kabupaten Pringsewu maupun di provinsi Lampung untuk mengoptimalkan
terpilinnya Sekretaris Daerah yang berkompeten tanpa adanya kecurangan
sedikitpun.

Kata Kunci: Pengisian Jabatan, Sekretaris Daerah



ABSTRACT

THE FILLING OF POSITION FOR REGIONAL SECRETARY OPEN
SELECTION IN LAMPUNG PROVINCE

By
Ginta Monita

Filling the post of Regional Secretary openly and competitively regulated by Law
No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Kemenpan RB No. 13
Year 2014. The purpose of filling the positions of Regional Secretary openly is to
find a leader who in accordance with the requirements of competence,
qualifications, rank, education and training, office track record, and integrity as
well as other job requirements drawn up by the local government.

The research problems are formulated as follows: 1) How is the procedures of
position filling for regional secretary open selection in Pringsewu regency and in
the provincial government? 2) How is the implementation of position filling for
regional secretary open selection in Pringsewu regency and in the provincial
government?

The approach used is a matter of law normative and empirical approach. The data
source consists of primary data and secondary data were collected through
interviews and documentation analysis of data using qualitative analysis.
Collecting data using literature study and field study. Data processing procedures
by means of selection, classification and compilation of data.

The results showed: 1) Setting the charging secretaryship openly in the district
area Pringsewu and Lampung provinces, according to Law ASN can produce a
competent leader and a selection of quality if done objectively in accordance with
the laws and regulations. 2) Implementation of filling the positions of regional
secretaries openly in the district and the province of Lampung Pringsewu properly
executed in accordance with laws and regulations ASN Kemenpan RB 13 2014.

It is suggested that: 1) It is important for the government to issue a regulation to
support and clarify the law so that the State Civil Apparatus Act becomes clear
and valid. (2) The Government of the District / Provincial and the Selection
Committee should build a coordination of monitoring as the regional secretary
open selection of Pringsewu regency and provincial government in order to
optimize the competent regional secretary without any fraud.

Keywords: Filling of Position, Regional Secretary
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu
daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan
sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah
provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah

yang diatur dengan undang-undang. *

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

'Rudy, S,H., LL.M, LL.D, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme
Indonesia, Bandarlampung: Indepth Publishing, 2012, him 40.



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan di Daerah pada dasarnya merupakan suatu administrasi yang
kompleks. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari segi: tujuan, tugas pokok,
fungsi, struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, peralatan/teknologi yang
digunakan, juga siapa klien yang dilayaninya dengan ruang lingkup/wilayah

kerjanya.”

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara
demokratis.  Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu
orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk
kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala
dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.
Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur, bupati dan walikota

dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat

?Y.W. Sunindhia, S.H., Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1996, him 5.

* Dr. Siswanto, Sunarno, S.H., M.H., Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, 2006, him 55.



DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.* Secara umum perangkat
daerah atau sering disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan

yang menjadi urusan daerah.

Ukuran maju dan berkembangnya suatu daerah ditentukan oleh pencapaian kinerja
dan prestasi kerja yang dihasilkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Seberapapun hebatnya seorang kepala daerah, jika tidak didukung dengan
profesionalisme dari SKPD maka roda pemerintahan tidak dapat berjalan secara
optimal. SKPD juga bisa dikatakan sebagai kepanjangan tugas dari tangan Kepala
Daerah untuk melaksanakan visi serta misi yang sudah mereka janjikan kepada
rakyat ketika berkampanye. Kemudian, loyalitas kepada SKPD juga sangat
diperlukan untuk membentuk suatu pemerintahan daerah dengan kinerja yang
lebih optimal dari yang sudah ada sebelumnya. namun, jika SKPD yang telah
dipercaya kepala daerah tidak loyal, maka dapat menyebabkan semua program-
program yang sudah direncanakan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang

sesuai.

Perangkat daerah yang akan dibahas adalah Sekretariat Daerah. Menurut Pasal
213 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Sekretariat Daerah dipimpin oleh
Sekretaris Daerah. Seperti diketahui bahwa Sekretaris Daerah adalah pejabat yang
bertugas membantu kepala daerah ( Gubernur, Bupati / Walikota) dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis

* Nurmayani, S.H., M.H., Hukum Administrasi Daerah, Bandarlampung: Universitas Lampung,
2009, 45.



daerah.” Tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah yang terpenting lainnya vyaitu
menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya

Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.®

Jabatan Sekretaris Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah
jabatan karier / struktural tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pada tingkatan
wilayahnya masing — masing. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan sebagai
pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat

disebut jabatan paling puncak dalam pola karier ASN di Daerah.

Sebelum mengenal istilah Aparatur Sipil Negara (ASN), dahulu nama ASN
adalah Pegawai Negri Sipil namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sekarang ASN dibagi
menjadi dua yaitu Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). Undang—undang Aparatur Sipil Negara merupakan undang-undang
yang diharapkan dapat membawa perubahan pada kinerja pegawai negri sipil
(PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini
disebabkan undang-undang ini secara resmi mengatur hal-hal yang mengubah

arah reformasi birokrasi dalam pemerintahan Indonesia menjadi lebih profesional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000,

dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002

* Ibid, him 45
® Irawan Soejito, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta:Pradnya Paramita, 1976,
him 40.



tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002,
pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh
Walikota/Bupati dengan mengajukan 3 calon nama yang memenuhi persyaratan
kepada Gubernur. Lalu gubernur membahas usulan dari walikota/bupati ke Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) provinsi untuk dilantik oleh
gubernur. Sedangkan untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah provinsi
diusulkan oleh Gubernur kepada mentri dalam negri, kemudian mentri dalam
negri mengusulkan kepada Presiden terhadap salah satu calon yang paling
memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh presiden. Ini adalah peraturan yang
berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara.

Peraturan lama juga menyebutkan di dalam Pasal 122 Undang-undang No 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Sekretaris
Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
Persyaratan  dimaksud adalah persyaratan administrasi kepegawaian serta
memiliki  kompetensi tinggi dalam hal mengatur, memimpin dan
mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan semua

unit kerja di daerah.

Penerapan pemilihan pemimpin di pemerintahan khususnya Sekretaris Daerah
yang diusulkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) masih banyak

yang tidak memperhitungkan sisi kemampuan dan sisi kapasitas calon dari



Sekretaris Daerah. Pemilihan tersebut terkadang tidak demokratis dan terkesan
ada unsur korupsi, kolusi, money politic, sistem yang tertutup, balas jasa, atau pun
kedekatan politik dengan penguasa nepotisme. Alhasil, muncullah pemimpin yang
curang, tidak bersih, tidak berkompeten, dan lebih mementingkan kepentingan
pribadi dan golongannya sendiri. Hal inilah yang kemudian mencederai
perlindungan terhadap hak asasi setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang

sama dalam pemerintahan.

Pada era reformasi ini, upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis,
bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan
Indonesia. Salah satu upaya reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintah
dengan menempatkan orang — orang atau aparatur pemerintahan yang tepat dalam
mengisi jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut (the right man on the right

position).’

Reformasi birokrasi memiliki korelasi yang erat dengan pengaturan secara
komprehensif dan sistematis mengenai jabatan-jabatan dalam pemerintahan
daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dimana untuk mencapai
reformasi birokrasi yang tepat, maka diperlukan mekanisme pengisian jabatan-

jabatan secara tepat pula.

Untuk mengatasi problematika pengisian jabatan struktural khususnya jabatan

Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga demi menjamin

” The right man on the right position merupakan istilah yang berasal dari adagium The right on the
right place yang bermakna penempatan orang yang tepat pada tempat atau posisi yang tepat pula.
Istilah ini jika dikaitkan dengan pengisian jabatan diartikan sebagai suatu bentuk pengisian jabatan
secara ideal dan proporsional dengan menempatkan orang-orang dalam suatu jabatan sesuai
dengan kualifikasinya masing-masing.



implementasi hak asasi setiap orang dalam pemerintahan, maka dibuatlah sebuah
terobosan tindakan pemerintah dengan melakukan metode pengisian jabatan
Sekretaris Daerah secara terbuka. Metode ini mulai marak diperbincangkan ketika
mulai diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang pada saat itu
dipimpin oleh gubernur Joko Widodo, dan berusaha dipopulerkan dengan istilah
“lelang jabatan“ berdasarkan dari Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN- RB) No. 16 Tahun
2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong di Instansi

Pemerintah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara
Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instanti Pemerintah, pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan
lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah termasuk Sekretaris
Daerah provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan secara terbuka dan kompetitif
di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Sedangkan untuk pengisian
jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas

serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau

antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pada Pasal 110 Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN), pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu Sekretaris Daerah
dengan membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah yang dibentuk oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam membentuk panitia seleksi Pejabat
Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. Panitia seleksi Instansi
Pemerintah terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi  Pemerintah
yang bersangkutan. Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak,
integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. Panitia seleksi
melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian
uji kompetensi melalui pusat penilaian (assesment center) atau metode penilaian
lainnya. Panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi
pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.?

Dengan kata lain, istilah yang lebih familiar dipakai untuk metode pemilihan
terbuka itu adalah lelang jabatan®. Istilah lelang jabatan yang marak digunakan
saat ini sebenarnya salah kaprah karena pengertian sebenarnya adalah promosi

terbuka (open promotion) yang sudah banyak dilakukan oleh sejumlah instansi

¥ UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 110

®Istilah “Lelang Jabatan" merupakan istilah tidak baku dari pengisian jabatan secara terbuka,
yang dimaksudkan untuk lebih mempopulerkannya di masyarakat mengingat mekanisme tersebut
dimaksudkan untuk mengutamakan asas keterbukaan bagi masyarakat.



pemerintah, BUMN maupun swasta sebelum dipopulerkan oleh Jokowi. Dalam
pelaksanaanya, promosi terbuka itu melalui sejumlah proses panjang, mulai dari
persyaratan administrative seperti pangkat dan golongan, track record, membuat
makalah, presentasi, wawancara, sampai assessment. Dari proses itu diharapkan
bisa menghasilkan orang terbaik untuk menduduki jabatan yang dimaksud.
Adapun acuan lelang jabatan ini tertuang secara jelas dalam Surat Edaran
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong

secara terbuka di instansi pemerintah.

Skema lelang jabatan sendiri memang bukannya baru tercipta di era Jokowi.
Sebagai contoh di Kementerian Keuangan skema yang dinamakan seleksi terbuka
sudah pernah diinisiasi dan dilakukan olen Menteri Keuangan KIB | Sri
Mulyani.*® Seleksi terbuka mulai diperkenalkan tahun 2008 melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Struktural melalui Pencalonan Terbuka di Lingkungan Departemen Keuangan.
Jabatan yang dilelang mulai dari setingkat eselon 4 hingga sampai level eselon 2.
Proses lelang jabatan ini telah mewarnai perjalanan Kemenkeu dalam menerapkan

good governance.

Lelang jabatan merupakan Kkatalis terciptanya good governance di dalam
pemerintahan. Karenanya, pemerintah harus terus mendorong terciptanya budaya
lelang jabatan, baik di level pusat maupun daerah. Sistem ini akan menjadi salah

satu pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi, yang bisa mencegah terjadinya

1% http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/lelang-jabatan-penerapan-good-governance-dalam-
birokrasi., diakses pada Kamis, 1 Agustus 2016, pukul 08:06 WIB.



http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/lelang-jabatan-penerapan-good-governance-dalam-birokrasi
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/lelang-jabatan-penerapan-good-governance-dalam-birokrasi
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politisasi birokrasi, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat bermodal like and

dislike.

Sistem pengangkatan jabatan melalui lelang ini di satu sisi bersifat ekstrim tetapi
di sisi lain merupakan kebijakan reformis dalam memberantas nepotisme dalam
bidang kepegawaian dan untuk juga mencapai tujuan penempatan persona atau
orang pada jabatan sesuai dengan kualifikasinya. Kebijakan ini merupakan sebuah
kebijakan reformis mengingat kebijakan tersebut belum lazim digunakan di

Indonesia.

Meskipun demikian, karena sifatnya yang masih belum lazim tersebut, metode
atau mekanisme pengisian jabatan secara terbuka (lelang jabatan) ini dalam
penerapannya masih menuai berbagai kontroversi atau perdebatan mengingat
dasar hukum yang ada dan berlaku saat ini dinilai belum memadai untuk
melaksanakan mekanisme tersebut, sehingga dikhawatirkan akan menjadi
kebijakan yang cacat hukum. Dengan kata lain, permasalahan yang muncul
kemudian adalah bagaimana pengaturan dan mekanisme pelaksanaan pengisian

secara terbuka tersebut.

Selain itu, mekanisme pengisian jabatan secara terbuka cenderung menimbulkan
keambiguan terhadap peran dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat) yang sebelumnya mengusulkan daftar calon pejabat kepada
Walikota/Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Mekanisme yang
ada saat ini tidak memiliki standardisasi yang relevan dalam menilai kapabilitas
dan profesionalitas calon pejabat, melainkan hanya mengutamakan keterbukaan

dibandingkan akuntabilitas. Hal tersebut merujuk pada mekanisme pengisian
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jabatan secara terbuka yang memperbolehkan adanya perubahan jabatan yang
diemban dari kualifikasi dasar yang dimiliki pejabat bersangkutan. Tidak
hanya itu, dari segi pendanaan pun, mekanisme ini cenderung kurang efisien
dan berlebihan ketimbang apabila dilakukan pengisian jabatan yang dipilih

secara sederhana atau melalui mekanisme pengangkatan langsung.

Pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka yang sudah dilaksanakan di
provinsi Lampung sudah berlangsung di 4 kabupaten yaitu Pringsewu, Mesuji,
Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Sedangkan lelang jabatan sedang
berjalan di dua kabupaten yaitu Lampung Selatan dan Waykanan, kota

Bandarlampung dan Provinsi Lampung sendiri.

Berdasarkan uraian mengenai pengisian jabatan sekretaris daerah provinsi
maupun kabupaten/kota secara lelang jabatan yang belum dikenal secara umum
olen masyarakat tersebut, maka penulis menjadi sangat tertarik untuk
membahasnya lebih lanjut, khususnya menyangkut pengisian jabatan secara
lelang tersebut, dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: "Pengisian Jabatan

Sekretaris Daerah Secara Terbuka di Provinsi Lampung”

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa
rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan pengisian jabatan sekretaris daerah secara
terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah secara

terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung?
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1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum
Administrasi Negara (HAN) yang mana membahas mengenai pengisian jabatan
sekretaris daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung.
Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu dalam

penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016/2017.

1.4,  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa
tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaturan pengisian jabatan sekretaris daerah secara
terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah secara

terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum
Administrasi Negara khususnya tentang pengisian jabatan sekretaris daerah
secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung.

2. Kegunaan Praktis
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a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan
saran kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pengisian jabatan
sekretaris daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi
Lampung.

b. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan informasi bagi
pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengisian jabatan
sekretaris daerah secara terbuka serta faktor penghambat pengisian jabatan
sekretaris daerah secara terbuka di kabupaten Pringsewu dan provinsi

Lampung.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.1.1. Pengertian ASN

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN
yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
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kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.® PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan

kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

2.1.2. Sejarah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang yang disahkan oleh DPR pada 19 September 2013 dan disetujui
presiden pada 15 Januari 2014 ini menempatkan Aparatur Sipil Negara bukan lagi
sebagai pekerja biasa, tetapi sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, seorang
ASN diharapkan mampu bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,

bukan hanya kepentingan atasannya atau justru kepentingan politik tertentu.

Sebelumnya, undang-undang yang berlaku mengatur tentang kepegawaian, yaitu
Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar
Negara Republik Indoneisa Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahum 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890). Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No 43 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¥ UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat 4
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Demikian juga dengan undang-undang tentang kepegawaian daerah yang
sebelumnya diatur  dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diuba terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Sejak diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan

peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang merupakan sejarah perjalanan
reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang ini,
landasan hukum pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih jelas. Sebagai
rancangan undang-undang, sebelum disahkan, undang-undang ini telah dibahas

sejak 22 September 2011 oleh DPR, hingga kemudian disahkan.

Dalam Undang-Undang ASN, ada sejumlah perubahan kepegawaian yang baik,
seperti adanya sistem kompetensi dalam kepegawaian, sanksi dan penghargaan
dalam kepegawaian, juga menghilangkan dikotomi ASN pusat dan daerah. Semua

perubahan ini mengarah pada perbaikan pelayanan publik dan kinerja pegawai.
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Tujuannya agar Indonesia lebih maju dengan perbaikan birokrasi yang

menyeluruh. Dengan demikian, perbaikan di segala bidang akan menjadi nyata.™

2.2.  Jabatan Sekretaris Daerah

2.2.1. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat™ yang ditambah
imbuhan —an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
“pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan

pangkat dan kedudukan”?

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan
Pangkerego, jabatan adalah:** ».....Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan
yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan
disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan
hal ini harus dinyatakan dengan jelas.” Dari pengertian di atas, Logemann
menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya
organisasi dalam berfungsi dengan baik.? Jabatan dijalankan oleh pribadi
sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan,
yang disebut pemangku jabatan.”® Apakah pemangku jabatan berwenang
mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam

hal ini perlu ditempatkan figura-subsitu (pengganti) yang diangkat untuk

" Tim Visi Yustisia, UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah tentang Kepegawaian yang Baru, Jakarta: Visimedia, 2016, him 181.

% poerwasunata, W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai

Pustaka, 2003, him 16.

2! Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van
Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata
Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, him. 124.

? Ibid, him 121

% Ibid, him 134
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mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku
jabatan”.?* Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak.
Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu

kelompok sebagai satu kesatuan.

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh
Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari Hukum Negara (Staatsrecht)
adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana
akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu
menangani:

1. Pembentukkan jabatan-jabatan dan susunannya.

2. Penunjukan para pejabat.

3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.

4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan.

5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan itu
meliputinya.

6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.

7. Peralihan jabatan.

8. Hubungan antara jabatan dan pejabat®®

Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai
organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori
Jabatan.”® Sedangkan pengertian jabatan dirumuskan dalam frasa jabatan negeri,

yang diartikan sebagai jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan

* 1bid, him 135
% bid, him 144
% pydja Pramana KA, Ilmu Negara, Jakarta: Graha Ilmu, 2009, him 28.
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berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam
kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.?’

Logemann menempatkan “jabatan* dari aspek negara sebagai organisasi otoritas
yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas
lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-
fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan
wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan
yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan muncul sebagai pribadi (person)
atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk
melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui
“pejabat” atau “pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak
antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai

Prive.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus
jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan

penjelasan, yaitu:*®

1. Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya
memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.

2. Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok
yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja

dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.

" Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian 20 Pasal 1 ayat (3).

%8 21Budi. 2013. Pengertian Jabatan. Diakses Melalui http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-
jabatan/ pada tanggal 14 Juli 2016 diakses pada 16:29 WIB.
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3. Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan
dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau
occupation adalah sekumpulanpekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang

mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi.

Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar
Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa:*®

“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan

dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)”

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam susunan sesuatu satuan organisasi.
Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut strukturil yang menunjukan secara
tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti
Direktur, Sekertaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik,
peneliti, dan juru kesehatan.*® Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan
yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan
yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.**

Pengertian jabatan yang lain adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negri sipil dalam susunan

# Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, Jakarta,
1957, him 88.

% Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir. Diakses Melalui
http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/ Pada
Tanggal 24 Juli 2016 Pukul 19.32 WIB.

31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Pasal 16 ayat (1)
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suatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut strukturil
yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada
dalam organisasi seperti direktur, sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi
yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi

seperti juru ketik, peneliti dan juru kesehatan.*
2.2.2. Pejabat Sebagai Pemegang Jabatan

Istilah pejabat dipakai oleh Utrecht, sedangkan sebutan yang lazim digunakan di
Indonesia adalah pejabat. Jabatan sebagai pemegang hak dan kewajiban tidak
dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu perwakilan yaitu pejabat, yaitu
manusia atau badan hukum, tetapi badan hukum itu juga diwakili oleh manusia,

karenanya wakil pada akhirnya selalu: manusia.*

Menurut Pasal 1 ayat 12-14 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN), Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki
jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Pejabat yang Berwenang adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

%2 Sastra Djatmiko, S.H., Drs Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Jakarta: Penerbit
Djambatan, 1990, him 66.

% Dr. Hj. Jum Anggraini, S.H., M.H., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha limu,
2012, him 16.
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2.2.3. Jenis Jabatan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jenis

jabatan dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan
dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan
pengadilan.

b. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat
diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan,

c. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu
satuan organisasi pemerintah.

Jabatan karier PNS dibagi menjadi dua yaitu jabatan struktural dan jabatan

fungsional:

a. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalarn rangka mernirnpin suatu satuan
organisasi negara.*

Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur
organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang
terendah (eselon 1V/b) hingga yang tertinggi (eselon 1/a). Contoh jabatan
struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala

Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah

** http://ww.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PERKA-BKN-NOMOR-35-TAHUN-2011-
PEDOMAN-PENYUSUNAN-POLA-KARIER-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf, diakses pada 3
Agustus 2016 pukul 12:00 WIB.


http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PERKA-BKN-NOMOR-35-TAHUN-2011-PEDOMAN-PENYUSUNAN-POLA-KARIER-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf
http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PERKA-BKN-NOMOR-35-TAHUN-2011-PEDOMAN-PENYUSUNAN-POLA-KARIER-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf
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adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala

bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah®

Struktur organisasi PNS (tingkatan jabatan struktural) yang biasa disebut

dengan Eselon. Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang

pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

8.

9.

Eselon la Pembina Utama Madya IVV/d Pembina Utama 1V/e

Eselon Ib Pembina Utama Muda IVV/c Pembina Utama 1V/e

Eselon Il a Pembina Utama Muda 1V/c Pembina Utama Madya 1V/d
Eselon IlIb Pembina Tingkat I IVV/b Pembina Utama Muda 1V/c &amp;
Eselon Illa Pembina 1VV/a Pembina Tingkat | 1\VV/b

Eselon 111 b Penata Tingkat I 11l/d Pembina IV/a

. Eselon 1V a Penata Ill/c Penata Tingkat I 11l/d

Eselon IV b Penata Muda Tingkat | 1ll/b Penata Ill/c

Eselon V Penata Muda Ill/a Penata Muda Tingkat | Ill/b

Sedangkan penerapannya, eselon-eselon tersebut dalam sebuah lembaga

dengan lembaga lainnya itu berbeda namanya walaupun sama tingkatannya.

Contohnya :

1. Di tingkat pusat (Kementerian):

a. Eselon | terdiri dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur
Jenderal, Kepala Badan, dan lain-lain

b. Eselon Il terdiri dari Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat

Jenderal, Sekretaris Badan, dan lain-lain

* Drs C.S.T Kansil, S.H., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1985, him 356.
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Eselon 11 terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan lain-lain
Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Di tingkat daerah (Provinsi misalnya):

Eselon | yaitu Sekretaris Daerah

Eselon Il yaitu Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Dinas,
Kepala Badan, dan lain-lain

Eselon 1l yaitu Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Bagian, dan lain-lain

Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Yang perlu dipahami bahwa para Menteri, Kepolri, Panglima TNI, Jaksa

Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, KETUA

KPK itu bukan jabatan eselon. Begitu juga dengan jabatan sebagai

Gubernur atau Bupati/Walikota, itu bukan jabatan dalam Eselon, itu adalah

jabatan politik.*

b. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalarn suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau

keterarnpilan tertentu serta bersifat rnandiri dan untuk kenaikan jabatan dan

pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang rnenunjukkan tugas,

jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterarnpilan tertentu dan untuk

kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

*® Sastra Djatmiko, S.H., Drs Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Jakarta: Penerbit
Djambatan, 1990, 67.
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Jadi Jabatan Fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam
struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan
dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan
Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker,
peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium

pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.*’

Setelah mengenal Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) tidak dikenal lagi istilah jabatan struktural eselon I hingga eselon
V. Setiap jabatan dalam UU ASN ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan (Pasal 16 UU ASN) Jabatan dalam ASN terdiri dari:
a. Jabatan Administrator
Adalah jabatan (pejabat) bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Adapun pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; sementara
pejabat dalam jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
b. Jabatan Fungsional
Dalam ASN dikenal adanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan
fungsional terdiri dari

1. Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari:

* Drs C.S.T Kansil, S.H., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1985, 356.
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a. Ahliutama
b. Ahli madya
c. Ahlimuda
d. Ahli pertama

2. Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari:

a. Penyelia
b. Mahir

c. Terampil
d. Pemula.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan yang berfungsi memimpin dan

memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:

a. Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional; analisis dan rekomendasi
kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.

b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain.

c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan
kode etik dan kode perilaku ASN.
Untuk menjadi pejabat tinggi dalam tatanan UU ASN dipertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
a. Kompetensi
b. Kualifikasi
c. Kepangkatan
d. pendidikan dan pelatihan

e. rekam jejak jabatan dan integritas
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f. persyaratan lain®

2.2.4 Pengisian Jabatan

Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut

berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam

organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah the right man on the
right place (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat
melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu analisis yang
menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang dilaksanakan
sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat
yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.

2. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-
masingpegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan
adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan,
disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.*®

3. Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan
dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok
dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara
maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.®® Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat
mana pun dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang

dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas

** UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13-14
%9 Sri Hartini, dkk. Hukum Kepegawaian di Indonesia. (Jakarta, 2010), him 97.
%0 C.S.T. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2005, him 22.
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tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan itu
berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itu pun
beragam pula kualitasnya. Ada pemilihan yang sangat pendek dan bahkan
bersifat serta merta tanpa  banyak  pertimbangan-pertimbangan.
Pertimbangannya mungkin karena sudah kenal baik sejak lama, atau memang
karena ada hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup mata walaupun
terdapat  kekurangan-kekurangan pada yang dipilih. Tiba di mata
dikedipkan, tiba di perut dikempiskan, demikian kata pepatah lama. Pepatah
yang kurang atau tidak mengindahkan objektivitas.
Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat berbelit-belit.
Apakah proses yang demikian ini sudah menjamin kebenaran, keadilan, dan
objektivitas sehingga diperoleh hasil yang bermutu tinggi? Ini  pun belum
tentu menghasilkan sepert yang disyaratkan itu. Seringkali panjangnya prose
situ justru menutupi kekurangan-kekurangan dari proses, maupun yang diproses,

sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu.

Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik. Sebelum seseorang
diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka dengan ukuran-ukuran atau
standar pemilihan yang diketahui semua orang tentang kebenaran, keadilan, dan
objektivitasnya. Pemilihan yang terbuka memungkinkan terbuka pula kesempatan
seluas-luasnya untuk mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih.
Persaingan secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih
baik. Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan
objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang sama

terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya, tidak sedikitpun
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hal-ha yang disembunyikan yang menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas

kebenaran hasil pemilihan.*

Pemilihan itu akan lebih bermutu lagi hasilnya bilamana yang memilih itu
tidak hanya satu orang. Sebab bagaimanapun, orang itu akan menyatakan bahwa
pemilihan itu sudah berlaku adil dan seobjektif mungkian, akan tetapi sukar sekali
dihilangkan sifat subjektivitasnya sebagai manusia biasa. Yang Mahaadil tentu
hanya Tuhan, dan manusia bukan Tuhan. Adapula proses pengangkatan yang
lebih tidak melalui proses pemilihan secara terbuka, melainkan hanya menjadi
wewenang atau hak penuh dari pejabat tertentu untuk menentukan pejabat dalam

suatu jabatan yang dikehendakinya.

Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negeri adalah hubungan dinas
publik. Menurut Logemann, bilamana seseorang mengikat dirinya untuk
tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa
macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain.
Berarti inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang
bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan
tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak
(menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah
ditentukan oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang
pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian

kehendak dari yang bersangkutan®.

* Ibid, him. 222-223.
*2 Sri Hartini, dkk. Op.cit. him 7.
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2.2.5 Pengertian Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah adalah pejabat yang bertugas membantu kepala daerah dalam
menyusun Kkebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis
daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Peranan Sekretaris Daerah, dalam praktek penyelengaraan kantor dimana-mana
telah lazim bahwa pejabat dari suatu instansi-instansi pemerintah maupun
perusahan-perusahan swasta atau lembaga lainnya, dibantu oleh sekretaris.
Adapun yang dimaksud sekretaris disini adalah seorang pejabat staf yang
membantu Kepala Daerah dalam menunaikan tugas manajemen, atau disebut juga
Sekretaris Wilayah Daerah. “Sedangkan tempat bekerja sekretaris adalah
Sekretariat Daerah. Kemudian segala pekerjaan yang dilakukan dalam sekretariat
disebut pekerjaan pekerjaan kesekretariatan dan yang memimpin sekretariat itu
adalah Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi, sekretaris
mempunyai peranan Yyang sangat penting. Sebab selain sebagai pembantu
pimpinan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan segala
pekerjaan kesekretariatan, hingga memungkinkan tujuan dari organisasi itu
tercapai dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan tidaknya suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada sekretaris. Begitu pula
kacaunya suatu pekerjaan kesekretariatan akan dapat menimbulkan kacaunya
suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang lebih ditentukan sebelumnya.
Begitu pula Sekretaris Daerah sangat penting fungsinya sebagai pelayanan

administrasi pemerintahan daerah.
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Dengan demikian bahwa peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris
Daerah begitu sangat penting dan sangat strategis dalam rangka menjalankan roda
Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Sekretaris Daerah yang dimaksud adalah
seorang pejabat staf yang membantu Kepala Daerah dalam menunaikan tugasnya
untuk memimpin dan menyelenggarakan segala urusan rumah tangga daerah,

urusan swasta dan urusan pemerintahan umum.

Sekretaris daerah dibagi menjadi dua yaitu sekretaris daerah provinsi dan
sekretaris daerah kabupaten/kota. Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov)
merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana
serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah
Provinsi. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa asisten.
Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 Asisten; di mana
Asisten masing-masing terdiri dari 3 biro. Sedangkan Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota  merupakan  unsur  pembantu  pimpinan  Pemerintah
Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh



32

Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri

atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari

sebanyak-banyaknya 4 bagian.*

2.2.6 Tugas dan Fungsi Pokok Sekretaris Daerah

Tugas dan fungsi pokok sekretaris daerah antara lain:

1.

2.

Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
Mengoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
Mengoordinasikan penyusunan program Kkerja dan melaksanakan
operasional pemerintah daerah;

Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan, hubungan masyarakat, kesejahteraan
sosial, perekonomian, administrasi pembangunan, hukum, organisasi, dan
perlengkapan;

Mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala daerah dan semua
unit kerja perangkat daerah;

Melakukan pembinaan dan pengawasan para pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah;

Melakukan pembinaan dan koordinasi administratif kepada Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait (instansi
pemerintah dan swasta, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta

hubungan antar lembaga;

* https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_daerah diakses pada 3 Agustus 2016 pukul 09:00 WIB.
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10. Menetapkan DP-3 pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
11. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah dan wakil

kepala daerah*.

2.3 Pengisian Jabatan Secara Terbuka

2.3.1 Pengertian

Pengisian jabatan secara terbuka adalah proses seleksi terbuka untuk pengisian
suatu jabatan. Pengisian jabatan atau sering dikenal dengan lelang jabatan
merupakan sebuah istilah yang menjadi terkenal di era Jokowi. Sejak menjabat
sebagai Gubernur DKI dan dilanjutkan oleh para menteri kabinetnya saat ia
menjabat sebagai Presiden RI, lelang jabatan makin akrab di telinga rakyat
Indonesia. Menurut Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana
Hardjapamekas istilah lelang jabatan yang marak digunakan saat ini sebenarnya
salah kaprah karena pengertian sebenarnya adalah promosi terbuka (open
promotion), yang sudah banyak dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah,
BUMN maupun swasta sebelum dipopulerkan oleh Jokowi. Skema lelang jabatan
sendiri memang bukannya baru tercipta di era Jokowi. Sebagai contoh di
Kementerian Keuangan skema yang dinamakan seleksi terbuk sudah pernah
diinisiasi dan dilakukan oleh Menteri Keuangan KIB | Sri Mulyani. Seleksi
terbuka mulai diperkenalkan tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural melalui

Pencalonan Terbuka di Lingkungan Departemen Keuangan. Jabatan yang dilelang

* https://hayh.wordpress.com/2009/03/30/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat-daerah/ diakses
pada 5 Agustus 2016 pukul 21:00 WIB.
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mulai dari setingkat eselon 4 hingga sampai level eselon 2. Proses lelang jabatan

ini telah mewarnai perjalanan Kemenkeu dalam menerapkan good governance.

Dalam pelaksanaanya, pengisian jabatan secara terbuka itu melalui sejumlah
proses panjang, mulai dari persyaratan administrative seperti pangkat dan
golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, sampai
assessment. Dari proses itu diharapkan bisa menghasilkan orang terbaik untuk
menduduki jabatan yang dimaksud. Adapun acuan lelang jabatan ini tertuang
secara jelas dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tata cara

pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah.*®

2.3.2 Dasar Hukum

a. Landasan Konstitusional
Pada dasarnya, pengisian jabatan dalam pemerintahan berkaitan erat dengan
hak setiap orang, yang merupakan pengejawantahan dari hak politik sebagai
bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara.
Demikian halnya Indonesia, yang mengatur hak tersebut secara mendasar
dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yangs secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan.
Hal ini mengindikasikan bahwa negara sepatutnya memberikan peluang yang
setara kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam

pemerintahan, termasuk dalam jabatan sekretaris daearah yang diwujudkan

*® https://www.selasar.com/ekonomi/apa-itu-lelang-jabatan diakses pada 2 Agustus 2016 pukul
15:00 WIB.
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melalui mekanisme pengisian jabatan yang mampu mewadahi peluang
tersebut secara terbuka dan kompetitif.
b. Landasan Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 tahun 2014 pasal 110

“(1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih
dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.
(2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN.
(3) Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang
bersangkutan.
(4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
berdasarkan pengetahuan, pengalaman kompetensi, rekam jejak, integritas
moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka.
(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi
dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji
kompetensi melalui pusat penilaian (assesment center) atau metode penilaian
lainnya.
(6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya
untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.”*®

“* UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan
Birokrasi (Kemenpan-RB) No. 13 tahun 2014, tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pasal 1
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi
Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah
pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan  pimpinan
tinggi secara

terbuka.

Pasal 3

Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek
yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan.
Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan
ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengisian jabatan
pimpinan tinggi secara terbuka.

3. Peraturan MENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2009, Tentang: Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara

konsultasi Pengangkatan dan pemberhentian Sekda Provinsi, Sekda
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Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon 1l di Lingkungan
Pemkab/Pemkot.

5. Surat Edaran MenPAN-RB No 16 Tahun 2012 tentang Tata cara pengisian
jabatan struktural yang lowong Secara terbuka di lingkungan instansi
pemerintah.

6. Surat Edaran Mendagri No 821.22./5992/SJ tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota.



3.1.

BAB Il

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.*®

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a.

Pendekatan normatif vyaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas,
yaitu yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan pengisian jabatan
sekretaris daerah secara terbuka dan bagaimana mekanisme pelaksanaan
pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka.

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap masalah-
masalah hukum dalam tataran yang biasa disebut juga Law In Action
(realitas yang berkembang atau bekerjanya hukum). Pendekatan ini
bermaksud meneliti aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, him. 43
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hakim konstitusi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut,
dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.

3.2.  Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data
sekunder.
3.2.1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari informan pertama.™
Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan
wawancara kepada informan untuk memperoleh informasi dan data yang
dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Informannya adalah:
a. Ir. Sutono, M.M.sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
b. Drs. A. Budiman PM, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten
Pringsewu
c. Zaini Nurman, S.H., M.H. sebagai Kepala BKD Provinsi Lampung
d. Desma Nopandi, S.IP, M.M. sebagai Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan
Provinsi Lampung
e. Ani Sundari, S.STP. sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat
Kabupaten Pringsewu

f. Malian Ayub, S.E., M.M. sebagai sekretaris tim panita seleksi sekretaris
daerah kabupaten Pringsewu.

3.2.2  Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan

melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah,

' Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1984. him. 12
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buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal

yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang

bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum,

serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan

berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa Peraturan

Perundang-undangan antara lain:

1.

2.

Undang — Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28.

Undang — Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan
Birokrasi (Kemenpan-RB) No. 13 tahun 2014, tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

Peraturan MENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2009, Tentang: Pedoman
Umum Reformasi Birokrasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara
konsultasi Pengangkatan dan pemberhentian Sekda Provinsi, Sekda
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon 11 di Lingkungan
Pemkab/Pemkot.

Surat Edaran MenPAN-RB No 16 Tahun 2012 tentang Tata cara pengisian
jabatan struktural yang lowong Secara terbuka di lingkungan instansi

pemerintah.
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7. Surat Edaran Mendagri No 821.22./5992/SJ tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung berupa kumpulan
buku-buku hukum, karya ilmiah Sarjana, jurnal atau majalah terkait, website dan
hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c.. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum
tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Penelitian

Hukum, dan internet.

3.3  Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara
membaca dan mempelajari, mencatat, dan menyalin bahan-bahan berupa buku,
Peraturan Perundang-undangan, laporan hasil penelitian, surat-surat keputusan
maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan

yang dibahas.
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2. Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan suatu usaha pengumpulan data primer dengan cara
melakukan kegatan penelitian lapangan secara langsung. Teknik yang
digunakan yaitu dengan melakukan wawancara terbuka dengan memberikan
beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terhadap informan maupun pihak-

pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk dilakukan
penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan kerangka
pembahasan yang sudah ditentukan.

3. Penyusunan data, yaitu pensistematisasian data sesuai dengan permasalahan

yang diteliti.

3.4.  Analisis Data

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan,
kemudian dilakukan analisis dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif,
yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat
untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian
terhadap Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Secara Terbuka di Provinsi

Lampung.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pengaturan Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Secara Terbuka di Provinsi
Lampung
Dibandingkan dengan pengaturan pengisian jabatan sekretaris daerah sebelum
adanya UU ASN dan sebelum adanya pengaturan pengisian jabatan sekretaris
daerah secara terbuka yaitu UU Pokok Kepegawaian, dapat disimpulkan
bahwa pengaturan pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka yang
dijelaskan di UU ASN dapat menghasilkan pemimpin daerah yang
berkompeten dan berkualitas apabila seleksi dilaksanakan secara objektif
dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan
lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Secara Terbuka di provinsi

Lampung
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Pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka di kabupaten
Pringsewu dan provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan undang-
undang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Meskipun ada sedikit yang tidak mengikuti peraturan
yang ada, namun secara keseluruhan sudah memenuhi syarat dan unsur yang
terdapat di dalam peraturan tersebut.

Pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah secara terbuka di kabupaten
Pringsewu dan provinsi Lampung berjalan dengan baik dan lancar dengan
dukungan pemerintah, tim panitia seleksi serta media-media yang turut
mendukung jalannya seleksi terbuka dan kompetitif sekretaris daerah

kabupaten Pringsewu dan provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukan, maka beberapa saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlunya Peraturan Pemerintah untuk mendukung dan memperjelas
adanya UU ASN sehingga UU ASN lebih jelas dan valid.

2. Pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Tim Panitia Seleksi membuat suatu
koordinasi pengawasan saat berjalannya seleksi terbuka sekretaris daerah
di kabupaten Pringsewu maupun di provinsi Lampung untuk
mengoptimalkan terpilihnya sekretaris daerah yang berkompeten tanpa

adanya kecurangan sedikitpun.
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